Tata Ulang Bantaran SKM Pemkot Gandeng Untag Surabaya

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id, Sabtu,03/2/2024

Pemkot Samarinda menggandeng Center for Climate and Urban Resilience (CeCUR)
dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk menata kawasan Sungai Karang
Mumus (SKM). Tim tersebut sebelumnya mendesain kawasan belakang Pasar Segiri

yang diapresiasi Wali Kota Samarinda Andi Harun.

SAMARINDA - Wali Kota Andi Harun meminta tim tersebut untuk melanjutkan
perbuatan masterplan dari kawasan Pasar Segiri ke arah muara, sisi kiri-kanan.

Asisten II Sekkot Samarinda Sam Syaimun mengatakan, pemerintah meminta agar tim
CeCUR dapat mendesain ulang bantaran SKM dari Pasar Segiri hingga muara. “Kami
akan membuat kerja sama dengan CeCUR. Ini akan melibatkan berbagai pihak dari
BWS hingga Pemprov Kaltim, serta masyarakat sebagai upaya kolaborasi,” ujarnya,
Jumat (2/2).

Dia menjelaskan, desain masterplan nantinya memiliki kedalaman sesuai kebutuhan
masyarakat. Agar proyek tersebut bisa dilaksanakan, sehingga ke depan menjadi acuan
ruang publik yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“SKM kini mengalami degradasi akibat berkembangnya permukiman di sisi bantaran,
bahkan sedimentasi yang berimbas ke banjir. Namun, di sisi lain masyarakat ke depan
perlu ruang terbuka publik, makanya harapannya ketika proyek ini bisa direalisasikan,
bangunan fisiknya bisa bertahan lama. Tentunya memberi manfaat bagi kepentingan
warga,” ucapnya.

Mengenai anggaran pembuatan masterplan, dirinya menyebut, akan menggunakan
APBD dengan pola kerja sama swakelola dengan pihak Universitas 17 Agustus (Untag)
1945 Surabaya tersebut. Terpenting tetap mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku.

Catatan Berita — UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024



Mengenai kebutuhan biaya sekitar Rp6 miliar, namun tim akan mengusulkan ke Wali
Kota untuk mendapat persetujuan. “Kami akan susun pola kerja samanya, termasuk
penempatan anggaran. Targetnya paling lama akan dianggarkan melalui APBD
Perubahan 2024,” tandasnya.

Sebagai informasi, tahun ini Kota Tepian mendapat pendanaan dari internasional dalam
proyek adaptation fund yang dilaksanakan CeCUR dari Untag 1945 Surabaya, bekerja
sama dengan Queensland University of Technology (QUT) dan UN Habitat.

Proyek adaptation fund adalah program hibah dari dana adaptasi yang dikelola
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui kemitraan
partnership. Program itu bertujuan meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat
terhadap dampak perubahan iklim.

Pada proyek tersebut, tim membangun ruang publik berketahanan iklim. Didahului
workshop melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat sipil (CSO), komunitas,
kelompok profesional, jurnalis, akademisi, serta pemerintah lokal untuk memberikan
masukan dan saran tentang konsep ruang publik berketahanan iklim yang dianggap
ideal.

Workshop itu menggunakan metode participatory planning dengan tools baru yang
dikembangkan QUT. Metode ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif
dalam merancang ruang publik, sesuai kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya
diwujudkan dalam sketsa desain ruang publik secara digital menggunakan teknologi
artificial intelligence (Al) — Midjourney. (kri/k16)

Sumber berita:
1. Kaltimpost, Tata Ulang Bantaran SKM Pemkot Gandeng Untag Surabaya, 03/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kota
paling sedikit memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;

b. rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi rencana sistem pusat
pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana;

c. rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan
budi daya, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau;

d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama

jangka menengah lima tahunan;
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e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan
umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;

kebijakan pengembangan wilayah kota;

ga

h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk,

dan mata air; dan
1. rencana penyediaan dan pemanfaatan:

1. ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;

2. ruang terbuka hijau privat;

3. ruang terbuka nonhijau;

4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor

informal; dan

5. ruang evakuasi bencana.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, rencana tata ruang wilayah Kota Samarinda
menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota
Samarinda.
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